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ABSTRAK

Transformasi digital melalui implementasi Coretax Administration System (CTAS)
mendorong perubahan signifikan pada peran konsultan pajak di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan peran konsultan pajak dan
strategi adaptasi konsultan pajak agar tetap relevan di tengah akselerasi teknologi.
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Informan penelitian melibatkan konsultan pajak sebagai fokus
utama dan divalidasi dengan perspektif lain dari otoritas pajak, ahli digitalisasi
perpajakan, dan akademisi pajak. Analisis data dilakukan dengan teknik Miles &
Huberman, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dengan
NVIVO, sehingga mendapatkan kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian.
Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi untuk memvalidasi informasi yang
disampaikan dalam pembahasan. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan
CTAS mengubah peran konsultan pajak menjadi lebih efisien, edukatif, strategis,
dan semakin jelas legalitas perannya. Digitalisasi mempermudah akses data,
pelaporan, dan pemantauan kewajiban perpajakan. Konsultan juga berperan sebagai
mediator kepatuhan bagi wajib pajak yang belum terbiasa teknologi, serta mulai
fokus pada fax planning dan advisory berbasis teknologi. Selain itu, fitur
impersonate memperkuat legalitas peran konsultan pajak melalui kewajiban surat
kuasa dan pengaturan akses yang lebih jelas. Strategi adaptasi yang diidentifikasi
meliputi mematangkan soft skills, hard skills, serta mindset adaptif. Temuan ini
memperkuat relevansi teori Unified Theory of Acceptance & Use of Technology
(UTAUT) dalam menggambarkan tantangan penggunaan teknologi serta teori Value
Creation dalam memetakan bagaimana konsultan pajak menciptakan nilai baru bagi
klien melalui transformasi, relasi, dan kompetensi. Penelitian ini menunjukkan
implikasi bagi profesi konsultan pajak untuk lebih mempersiapkan diri dalam
menghadapi perubahan sistem perpajakan.

Kata Kunci: Adaptasi, Coretax Administration System, Konsultan Pajak, Peran
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ABSTRACT

Digital transformation through the implementation of the Coretax Administration
System (CTAS) has driven significant changes in the role of tax consultants in
Indonesia. This study aims to identify changes in the role of tax consultants and
their adaptation strategies to remain relevant amid technological acceleration. The
study was conducted using qualitative methods through interviews, observations,
and documentation. Research informants included tax consultants as the primary
focus, validated by perspectives from tax authorities, tax digitalization experts, and
tax academics. Data analysis was conducted using the Miles & Huberman
technique, beginning with data collection, data reduction, and data presentation
using NVIVO, leading to conclusions that address the research questions. Data
validity was tested using triangulation techniques to validate the information
presented in the discussion. The research findings indicate that the implementation
of CTAS has transformed the role of tax consultants to be more efficient,
educational, strategic, and increasingly clear in terms of their legal role.
Digitalization has facilitated access to data, reporting, and monitoring of tax
obligations. Consultants also act as compliance mediators for taxpayers who are
not yet familiar with technology, and are beginning to focus on technology-based
tax planning and advisory services. Additionally, the impersonate feature
strengthens the legal standing of tax consultants through power of attorney
requirements and clearer access controls. Adaptation strategies identified include
developing soft skills, hard skills, and an adaptive mindset. These findings reinforce
the relevance of the Unified Theory of Acceptance & Use of Technology (UTAUT)
in describing the challenges of technology use, as well as the Value Creation theory
in mapping how tax consultants create new value for clients through
transformation, relationships, and competencies. This research highlights
implications for the tax consulting profession to better prepare for changes in the
tax system.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Teknologi berkembang secara masif, seperti kekuatan mesin (Ernst et al.,
2019) menggiring dunia ke arah transformasi digital yang menyeluruh
(Sullivan, 2018; Deloitte, 2022). Transformasi digital juga didukung oleh
semakin maraknya otomatisasi, artificial intelligence (Al), dan robotisasi
(Aribowo et al., 2022). Melalui inisiatif Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) Pillars 1 dan 2, membuktikan otoritas
pajak di seluruh dunia juga tengah menaruh perhatian besar terhadap
transformasi digital (OECD, 2023). International Institute for Management
(IMD) World Digital Competitiveness Ranking (2024), sebuah lembaga yang
menilai kesiapan transformasi digital negara-negara di dunia, menghasilkan
Singapore, Switzerland, dan Denmark sebagai tiga negara dengan peringkat
teratas. Penilaiannya terdiri dari 3 indikator antara lain pengetahuan, teknologi,

dan kesiapan masa depan.
Berdasarkan perankingan IMD tersebut, posisi Indonesia masih tertinggal
yang menempati peringkat ke-43 dari 67 negara yang diteliti, dan peringkat ke

ke-11 dari 14 negara dalam lingkup wilayah Asia-Pasifik.



Tingkat Kesiapan Transformasi Digital
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Gambar 1. Tingkat Kesiapan Transformasi Digital Wilayah Asia-Pasifik

Dapat dilihat bahwa Indonesia menempati posisi empat terbawah dalam hal
kesiapan memanfaatkan teknologi. Meskipun begitu, bukan berarti Indonesia
berdiri diam tanpa upaya. Pergeseran global menuju administrasi pajak digital
menjadi fakta yang tak bisa dihindarkan dalam tren sistem perpajakan yang
kompleks saat ini (Rafik, 2024). Sorotannya adalah digitalisasi yang bersifat
mandatory (keharusan), bukan lagi voluntary (sukarela) apabila tidak ingin
tertinggal oleh percepatan global (Wildan, 2022). Berbagai negara telah
menerapkan sistem administrasi pajak digital untuk mengurangi beban
administrasi, seperti Singapura dengan myT7ax Portal (IRAS, 2025), Malaysia
dengan mytax hasil (LHDN, 2024), hingga Vietnam dengan e-tax portal (GDT,
2024). Melalui reformasi perpajakan, Indonesia tetap berupaya aktif dalam
digitalisasi teknologi. Salah satunya, dengan pengintegrasian Coretax

Administration System (CTAS).



Tercatat Indonesia telah berulang kali melakukan reformasi perpajakan
dimulai dari tahun 1983 hingga saat ini, untuk menyelaraskan ketentuan
perpajakan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi (DJP, 2020). CTAS
menjadi inisiatif utama dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia
sekaligus tonggak awal reformasi perpajakan jilid III (DJP, 2019). Berbeda
dengan sebelumnya, reformasi perpajakan jilid III ini berfokus pada perbaikan
regulasi dan sistem administrasi perpajakan (DJP, 2023).

Sistem ini dirancang untuk memenuhi empat tujuan utama, sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1 (satu).
Sementara aturan pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.
81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan
Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Selain itu, diterbitkan pula beberapa
aturan turunan yang diterapkan pada saat masa transisi CTAS, seperti
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025 tentang
penghapusan sanksi administratif dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP - 67/PJ/2025 tentang Pengusaha Kena Pajak tertentu yang dapat
menggunakan faktur pajak dengan ketentuan khusus.

Dinamika perubahan peraturan perpajakan dan kompleksitas masalah
perpajakan yang bersifat repetitif, serta jumlah wajib pajak yang tidak
sebanding dengan jumlah pegawai pajak menjadi alasan perlunya konsultan
pajak sebagai mediator permasalahan wajib pajak (Drljaca & Muminovi¢,
2021). Dilansir dari laman DDTC News, diketahui jumlah wajib pajak terdaftar

akhir tahun 2024 mencapai 86,7 juta jiwa sedangkan otoritas pajak saat ini



hanya memiliki 45.000 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia. Jika
disandingkan keduanya menjadi 0,05% masih sangat minim, sehingga
kehadiran konsultan sangat diperlukan untuk membantu wajib pajak. Jumlah
konsultan pajak di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke
tahun. Melansir dari Sistem Informasi Konsultan Pajak (Sikop), banyaknya
konsultan pajak Indonesia yang terdaftar tahun 2016 adalah sebanyak 3.231
orang (DJP, 2016), sedangkan pada tahun 2024, jumlahnya telah meningkat
menjadi sebanyak 7.390 orang (Wildan, 2024). Fakta ini menggambarkan
profesi konsultan pajak semakin diminati di tengah kompleksitas regulasi dan
sistem administrasi perpajakan yang terus berkembang seperti CTAS.

Sistem CTAS mencakup teknologi Al seperti business intelligence, cloud
computing, blockchain, application programming interface, dan sejenisnya
yang turut berkontribusi dalam proses bisnis CTAS (Azhar, 2024). Dilansir dari
laman DJP, teknologi ini mengubah sebanyak 21 proses bisnis seperti
pendaftaran, pelayanan, pengawasan kewilayahan atau ekstensifikasi,
pengelolaan SPT, pembayaran, pengelolaan data pihak ketiga, exchange of
information (EOl), penagihan, fax payer management (TPM), pemeriksaan
bukper, penyidikan, compliance risk management (CRM), business inteligence,
document management System, data quality management, keberatan dan
banding, non-keberatan, pengawasan, penilaian, layanan edukasi, dan
knowledge management. Dengan pemanfaatan teknologi digital yang tepat
menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (Kurniati,

2023).



Pesatnya perkembangan teknologi sejalan dengan munculnya kekhawatiran
terkait perannya dalam disrupsi (Moser, 2021). Frey & Osborne (2017),
menyebutkan  penyusun pajak memiliki probabilitas  93%  untuk
dikomputerisasi. Meskipun perlu diakui peran konsultan pajak jauh melampaui
peran penyusun pajak, namun hal ini tetap mengkhawatirkan. Buckley et al,
(2022) justru menyatakan sebaliknya, dapat dilihat dari gambar 1.2 berikut,
bahwa dari 17 (tujuh belas) tugas konsultan pajak yang diteliti, hanya enam
tugas yang memiliki kerentanan otomatisasi yang melebihi 50%. Sebagian
besarnya termasuk kategori kepatuhan pajak, sementara pekerjaan yang
kemungkinan otomatisasinya lebih rendah adalah pekerjaan yang melibatkan

pengambilan keputusan strategis (Buckley et al., 2022).

Perkirman Kerentanan Otomatisasi
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Sumber: Buckley et al, (2022)

Gambar 1.2 Perkiraan Kerentanan Otomatisasi Tugas Konsultan Pajak

Kesenjangan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut, utamanya dalam
sistem CTAS yang baru diimplementasikan. Beberapa studi terdahulu tentang

CTAS telah dilakukan seperti Wala & Tesalonika (2024) yang mengkaji



penerapan CTAS terhadap administrasi perpajakan dalam sudut pandang
hukum dan akuntansi. Dari sudut pandang hukum, CTAS dianggap dapat
memperkuat kerangka kepatuhan pajak melalui validasi otomatis dan
pemantauan secara real time. Sedangkan dari perspektif akuntansi, CTAS
berperan dalam mengharmonisasikan standar akuntansi konvensional dengan
tuntutan digitalisasi dengan rekonsiliasi otomatis. Sementara itu, Darmayasa &
Hardika, (2024) berfokus pada dampak CTAS terhadap otoritas pajak dan
kepatuhan wajib pajak, penelitian ini menyimpulkan implementasi CTAS akan
meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Studi lain juga
meneliti dampak CTAS seperti Butarbutar et al., 2024; Dimetheo et al., 2023;
Rahmi et al., 2023. Namun tidak banyak penelitan yang membahas tentang
bagaimana pengaruhnya terhadap profesi konsultan pajak utamanya setelah
implementasi resmi dari CTAS pada 1 Januari 2025.

Integrasi data yang disediakan oleh CTAS memungkinkan konsultan pajak
untuk memanfaatkan analitik data untuk memberikan saran yang lebih berbasis
bukti dan proaktif. Di satu sisi digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi dalam kinerja konsultan pajak. Namun lain sisi, muncul berbagai
kendala teknis sistem yang belum stabil justru memunculkan hambatan bagi
konsultan pajak. Muncul pertanyaan bagaimana sebenarnya sistem ini
berdampak pada konsultan pajak dan bagaimana mereka menyusun strategi
adaptasi dalam menghadapi akselerasi teknologi di bidang perpajakan.
Dampaknya terhadap peran dan layanan konsultan pajak masih perlu dikaji

lebih lanjut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam



terkait bagaimana pandangan konsultan pajak dalam menanggapi isu tersebut.
Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji bagaimana integrasi
CTAS memengaruhi peran konsultan pajak. Dengan fokus utama untuk
mengidentifikasi apakah profesi ini mengalami mengalami disrupsi atau justru

menciptakan nilai peran baru akibat implementasi CTAS.

. Rumusan Masalah

CTAS sebagai bentuk pembaruan sistem administrasi perpajakan yang
mengintegrasikan 21 (dua puluh satu) proses bisnis. Namun, di sisi lain
pengimplementasian CTAS membawa perubahan pada peran konsultan pajak.
Hal ini menarik perhatian peneliti untuk mendalami bagaimana CTAS
mengubah lingkup kerja konsultan pajak. Menyoroti hal tersebut, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana perubahan peran konsultan pajak pasca implementasi CTAS?
2. Bagaimana strategi adaptasi profesi konsultan pajak agar tetap relevan

dalam era akselerasi teknologi?

. Batasan Masalah

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, peneliti membatasi ruang
lingkup penelitian ini dalam konsep ruang dan waktu agar terfokus pada pokok
pembahasan. Dalam konteks ruang, penelitian ini dibatasi pada konsultan pajak
yang terdaftar di wilayah Bali, daerah dengan aktivitas ekonomi yang
didominasi sektor pariwisata dan bisnis internasional sehingga menuntut peran

konsultan pajak dalam memberikan konsultasi strategis. Dalam konteks waktu,



penelitian ini mengeksplorasi periode setelah CTAS diimplementasikan, yaitu
mulai tahun 2025. Penelitian terfokus pada perubahan yang terjadi pada periode

tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari
penelitian ini adalah:
a. untuk mengeksplorasi perubahan peran konsultan pajak pasca
implementasi CTAS
b. untuk mengetahui strategi adaptasi yang dapat dilakukan oleh
konsultan pajak dalam era akselerasi teknologi CTAS
2. Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka manfaat dari penelitian
ini adalah sebagai berikut:
a. Manfaat Teoretis
Dengan model Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur tentang
transformasi peran profesi konsultan pajak di era digital.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi Konsultan Pajak
Konsultan pajak akan berimplikasi langsung dengan sistem

CTAS bersama wajib pajak. Penelitian ini diharapkan



memberikan gambaran perubahan peran yang terjadi sehingga
dapat mempersiapkan adaptasi yang lebih relevan dalam
kemajuan teknologi.
2) Bagi Otoritas Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi otoritas pajak dalam pengembangan atau
evaluasi kebijakan implementasi CTAS, dipandang dari
bagaimana konsultan pajak berperan menjadi mediator antara
otoritas pajak dan wajib pajak.
3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Mengingat peneliti merupakan bagian dari Politeknik Negeri
Bali, yang merupakan perguruan tinggi vokasi dengan Indikator
Kerja Utama (IKU) yaitu relevansi kurikulum dengan kebutuhan
industri 4.0 dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan
berdaya saing internasional, melalui riset terapan sebagai bahan
pertimbangan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan
teknologi di dunia kerja.
4) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peluang bagi
mahasiswa untuk terlibat langsung dalam riset terapan yang akan
mengasah kemampuan berpikir kritis yang merupakan salah satu

poin penting dalam mencapai IKU 2 perguruan tinggi negeri.



BABV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan peran konsultan pajak
serta strategi adaptasi yang dilakukan pasca implementasi CTAS. Kesimpulan
dijabarkan menjadi 2 (dua) sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut.
1. Peran Konsultan Pajak Efisien, Mediator, Strategis, dan Jelas
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran konsultan pajak
mengalami perubahan signifikan seiring dengan diterapkannya CTAS.
a. Fungsi Teknis dan Performance Expectancy, dari sisi fungsi teknis
peran konsultan pajak menjadi lebih efisien karena adanya sistem
digital yang terintegrasi, mempercepat akses data, memudahkan proses
pelaporan, serta mendukung pemantauan kewajiban perpajakan klien
secara real time.
b. Mediator Kepatuhan dan Effort Expectancy
Informan sepakat bahwa CTAS secara teknis tidak rumit,
kemudahan penggunaan CTAS belum sepenuhnya dirasakan akibat
adanya kendala sistem, sehingga peran konsultan sebagai mediator
kepatuhan semakin menonjol. Banyak wajib pajak, khususnya yang
belum akrab dengan teknologi, bergantung pada konsultan pajak untuk
memahami, mengoperasikan, dan mematuhi sistem baru ini. Saat ini,

Effort Expectancy belum sepenuhnya tercapai, namun dengan
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penguatan  Facilitating  Conditions, kemudahan penggunaan
diharapkan dapat terwujud secara penuh.
c. Facilitating Conditions

Faktor pendukung keberhasilan penggunaan CTAS oleh konsultan
pajak meliputi ketersediaan fitur dan infrastruktur yang menunjang,
seperti impersonate untuk legalitas akses, dashboard monitoring untuk
pemantauan kewajiban pajak klien secara real time, serta audit trail
untuk transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dukungan regulasi,
panduan resmi CTAS, dan kolaborasi DJP dengan asosiasi konsultan
pajak berperan penting dalam proses adaptasi. Meskipun pada tahap
awal implementasi dukungan ini belum sepenuhnya optimal,
penguatan facilitating conditions diharapkan mampu mengatasi
kendala teknis dan keterbatasan sosialisasi, sehingga pada akhirnya
dapat mewujudkan effort expectancy yang penuh di masa depan.
d. Eksistensi, Legalitas, dan Social Influence

Eksistensi dan Legalitas peran konsultan pajak semakin diperkuat
melalui fitur impersonate dalam CTAS yang mewajibkan adanya
kuasa resmi bagi konsultan pajak. Dengan demikian, akses konsultan
pajak kini lebih terlindungi secara hukum dan diatur lebih ketat oleh
sistem, memperjelas posisi konsultan pajak sebagai pihak profesional
yang sah dalam mewakili kepentingan klien di hadapan sistem

administrasi perpajakan DJP. Hal ini menunjukkan penguatan formal
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atas eksistensi konsultan pajak yang sebelumnya belum diatur secara
eksplisit dalam sistem lama.
e. Peran ke Arah Strategis dan Value Creation

Peran konsultan juga mengalami pergeseran ke arah peran
strategis, seperti memberikan layanan tax planning, evaluasi
kepatuhan, dan advisory berbasis teknologi. Digitalisasi membuka
peluang baru bagi konsultan pajak untuk menambahkan nilai bagi
klien, tidak sebatas menjalankan fungsi administratif.
. Strategi Kombinasi Value Creation Transformational, Relational,
Kompetensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi ini tidak hanya
berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga mencakup
keterampilan komunikasi dan etika profesi (value relational),
penguatan kompetensi teknis (value kompetensi), membangun
jaringan profesional yang lebih kuat dengan berbagai pihak, termasuk
DJP. Selain 1itu, memiliki mindset yang adaptif (value
transformational), terus mengikuti perkembangan regulasi, teknologi,
dan kebutuhan klien juga sangat diperlukan. Dengan demikian, strategi
adaptasi yang relevan meliputi peningkatan literasi digital, penguatan
keterampilan profesi, dan kesiapan mental untuk menghadapi

perubahan yang dinamis di masa depan.
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B. Implikasi

Penelitian ini berimplikasi secara teoretis dan praktis. Implikasi teoretis
dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan peran konsultan pajak akibat
digitalisasi CTAS dapat dijelaskan melalui teori UTAUT, khususnya pada
aspek performance expectancy, effort expectancy dan facilitating conditions.
Hasil penelitian memperkuat bahwa kendala teknologi CTAS yang belum
sepenuhnya user-friendly meningkatkan ketergantungan wajib pajak pada
konsultan, sehingga peran konsultan justru semakin relevan. Teori Value
Creation terbukti relevan karena konsultan pajak menciptakan nilai baru bagi
klien bukan hanya dari aspek layanan teknis (functional value), tetapi juga dari
edukasi regulasi (informational value), membangun relasi (relational value),

dan penguatan jejaring profesional (social value).

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis pada konsultan pajak
yang dituntut untuk terus memperbarui keterampilan, khususnya penguasaan
teknologi perpajakan digital seperti CTAS. Perubahan peran strategis ini
mendorong konsultan supaya tidak hanya sekadar melayani administrasi, tetapi
juga bertindak sebagai penasihat yang mampu memberikan edukasi, solusi, dan
mitigasi kepada klien. Bagi calon konsultan pajak, penelitian ini memberikan
gambaran bahwa kompetensi yang dibutuhkan di masa depan bukan hanya
hard skills, tetapi juga mencakup literasi digital, kemampuan adaptif,
komunikasi yang baik, dan integritas profesi yang tinggi. Lebih lanjut implikasi

ini juga mendorong lembaga pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum ajar
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agar lebih relevan dengan kebutuhan industri perpajakan yang bertransformasi

semakin cepat dan dinamis.

C. Saran
Berdasarkan analisis pembahasan penelitian ini, saran yang dapat
diberikan pada konsultan pajak, perguruan tinggi, dan peneliti selanjutnya

adalah sebagai berikut:

1. Bagi Konsultan Pajak

Konsultan pajak berperan penting dalam membantu wajib pajak
memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Pola pikir Agility sangat
diperlukan oleh konsultan pajak agar tetap fleksibel di dalam perubahan
yang dinamis, seperti cognitive agility, profesional agility, change
agility, dan social agility. Konsultan pajak disarankan untuk terus
meningkatkan kompetensi di bidang teknologi perpajakan (CTAS) serta
memperkuat pemahaman terhadap peraturan perpajakan terbaru,
membangun relasi profesional, dan mengembangkan layanan berbasis
advisory yang lebih strategis. Konsultan juga perlu menjaga etika
profesi serta integritas sebagai mediator antara klien yang belum
familiar dengan teknologi dengan otoritas pajak.

2. Bagi Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi, terutama yang memiliki program studi perpajakan
atau akuntansi, perlu melakukan penyesuaian kurikulum untuk

meningkatkan relevansi dengan perkembangan teknologi administrasi
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perpajakan saat ini. Kurikulum pembelajaran sebaiknya mencakup tata
cara sistem CTAS, literasi digital perpajakan, dan teknologi informasi
yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan berbasis praktik dan teori.
. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat sistem ini masih terus diperbarui baik sistem maupun
regulasinya, penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan setelah sistem
CTAS berjalan lebih stabil, sehingga dapat memberikan gambaran yang
lebih akurat mengenai dampaknya dalam jangka panjang. Penelitian
dapat dikembangkan dengan memperluas objek studi, dengan konsultan
pajak di berbagai daerah, atau menganalisis lebih lanjut terkait dampak
CTAS bagi wajib pajak non konsultan. Aspek lain yang juga dapat
diteliti adalah bagaimana CTAS memengaruhi hubungan antara

konsultan pajak dan kliennya dari berbagai perspektif.
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